
Uidang-Undaugj Nomor  23  Tahun  2014  tentang
P merintahan  IJaerah.  (Lembaran  Negara  Republik

donesia Tahun :2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
:gara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

te ah  diubah beberapakali terakhir  dengan Undang- 1
" idang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua [

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan^^

i I/ J

3.

ihwa dengan ti irbentuknya Kabupaten Bombana yang
ipkan berdai arkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

tcntang ] ^^mbentukan Kabupaten Bombana,
K^bupaten Wak^tobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di
P ovinsi Sulawe si Tenggara, maka terjadi banyak
p ^ubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai

dang,  termasi Ic   peningkatan jumlah rumah  dan
b^ngunan baru;
b^hwa  akibat    terjadinya  pertambahan  bangunan

p 'rumahan/pemt toman   pcnduduk,  perlu  adanya
nataan dan p sngelolaan melalui pcnomoran rumah
cara jelas dan r pi;

hwa berdasarki n pertimbangan sebagaimana dimaksud
iruf a dan hun. f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

U ntang  PetunjL Ic   Teknis  Penomoran  Rumah  dan
ingunan di Kabupaten Bombana;

U idang-Undang j: Nomor 29 Tahun 2003 tentang
P imbentukan K^bupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi

Cabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi
^ra (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
I^donesia Nomor ^439);

2. i  Undang-Undang | Nomor 1 Tahun 2011 tentang
IPcrumahan dan K&wasan Pemukiman (Lembaran Negara
JR^publik Indone^ia Tahun 20U Nomor 7, Tambahan
| limbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
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Dinas Pekerjaan Umum dan
Ruang Kabupat fn Bombana.
Dinas adalah

Daerah adalah Kabupaten Bombana.
Pemerintah  Dkerah  adalah  Pemermtah  Kabupaten
Bombana.    I

Bupati adalah E^upati Bombana.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
~ :kretaris Daeijah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Paaal 1

ni yang dimaksud dengan :

TURAN BOPATI BOMBANA TENTANG PETUNJUK
EKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI
ABUPATEN BO1|BANA.

BAB I• f

KETENTUAN UMUM':

Indonesia Nomor 5679);

•eraturan Feme rintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
"   'Negara Republik Indonesia Tahun 2006

86,  Tt mbahan  Lembaran Negara  Republik
ndonesia Nome: 4655);

Penu rintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
"edoman Perobinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
"emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahuii 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 4593);

"eraturan Menhri Dalam Negeri Nomor SO tahun 2015
1 cntang Pembentj^kan Produk Hukum Daerah;

teraturan Daeraj^ Kabupaten Bombana Nomor 10 tahun
1013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
tombana Tahun 12013-2032;

'eraturan Daer^h Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah
^abupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
•eraturan Daerkh Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun

;017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
^̂ mukiman di K^bupaten Bombana;

'craturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016
cntang Kedudvtkan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
^̂ ombana;j

)a am Peraturan B

ii

1 emerintahan ^aerah (Lembaran Negara Republik
lidonesia Tahui. 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarai

[egara Republik



IBAB III

RUANG UNGKUP
jPasal3

Lingkup PeWuran Bupati ini terdiri ds

Pemberian nomor rumah dan bangunan;

_  .n dan

bagi para pihak dalam melaksanakan
ut ruriiah dan bangunan di wilayah Kabupaten

Bombana.    I
Peraturan  Bup^ati  ini bertujuan untuk mewujudkan

^—.—^ rumah dan bangunan di wilayah

Peraturan Bup* ti ini dimaksudkan sebagai pedoi

dasar hukum "

BAB II

1JAK8UD DAN TUJUAN

dengan
Kabupaten Bo1
Nomor Rumah
Rumah dan Bai gunan.
Penghuni adalih seseorang, Badan Hukum dan atau
Lembaga yang r tenempati Rumah dan Bangunan.

dan Bangunan adalah urutan nomor

peruntukannya. yang ada di wilayah

s ajlalah ItKepala Dinas a^alah Kepala Dinas Pekerjaen Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten dalam wilayah keija Kabupaten.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliM batas wilayah yang

•nang untuk mengatur dan mengurus urusan
rintahan, I kepentingan  masyarakat    setempat

berdasarkan  [jrakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,

dan/atau hak j tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.!
Lingkungan adalah perangkat kerja lurah dan merupakan
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

ihan di Wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kelurahan.

sun adalah I perangkat  kerja desa dan merupakan

ibaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
desa di wilayah jkerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa.j:
Rumah dan Bftngunan adalah Rumah dan Bangunan

ig memenuhi syarat sebagai Rumah dan Bangunan
ig dipergunakan seseorang, Badan Hukum dan atau
ibaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain



urut
^ecamatan,
3ombana.

irmat bentuk ^lonior rumah dan bangunan eebagaimani
iimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tddak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3entuk, wama < an letak huruf menyesuaikan.

P^mberian nom >r rumah dan bangunan
bangun n,  nama  lingkungan  atau  dusun,

pos, dan logo Pemerintah Kabupatcn

x 16i panjang dengan ukuran 25 c3entuk empat

3ahan papan riomor rumah dan bangunan terbuat dari
icryiik.

k

BAHAN, UiqjRAN DAN BENTUK PAPAN NOMOR

DAN BANGUNAN

Pasal5
1} 3etiap pemilik \i penguasa / penanggung jawab rumah

dan bangunan wajib memasang papan nomor rumah dan
rangunan.     I

11) Setiap penghuni rumah dan bangunan wajib memelihara
papan nomor rumah dan bangunan masing-masing agar
tetap kelihatan _)elas dan rapi.

13) Papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau
lilang wajib dlaporkan kepada Bupati untuk diganti
dengan yang ba |u.

iap rumah da^̂  bangunan yang terletak di wilayah
ipaten Bombapa wajib dilengkapi dengan papan nomor
ih  dan  banteunan  sebagaimana dimaksud dalam

] ^̂i  aturan ini.    T

BAB IV
NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

rumah dan bangunar
rumah dan bangunan;

dan bentuk papan iBahanT u^^
bangunan;

cara units l
Pcmbiayaan pa]
Pelaksanaan;
Sanksi;
Ketentuan pcnviup.



Pasal 10
nah dan bang^nan yang terletak pada suatu kawasan

entu  atau  perumahan  dan/atau  Indus tri   dapat
iggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas i
ibahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan In
aor urut.j^d' \

\.      .'

langunan  yang  terletak  dalam satu
Desa tetapi beda nama jalan, diawali

noraor urut 1 (a ktu) pada masing-masing nama jalan.
Rumah dan bai gunan yang jumlahnya tidak lebih dari 7

ih ' i **t^ bangunan terletak dibelakang rumah

dan bangunan ditepi jalan utama, diurutkan mengikuti
mor didepanriya dengan tambahan huruf alphabet yang
iwali huruf Aj

Bangunan yank terletak dipersimpangan diberi nomor
urut mengikuti Jalan dimana pintu utama menghadap.

Kelurahan

) ^etiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun
•nilifr  pemerintah dalam wiiayah Kabupaten Bombana

s diberi noi^ior bangunan secara berurutan.
Rumah bemomor urut 1 (satu) diawali pada setiap nama
alan dan ujudg jalan yang paling dekat dengan jalan
itama.f

jNomor rumah Idan bangunan diurutkan mulai sebelah
jkanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil.
Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu jalan
tetapi beda Keh irahan atau Desa, diurutkan sesuai nama
alan.

Rumah dan

ingan Papajn nomor rumah dan bangunan harus

in jelas dam jalan umum dan ditempatkan di dekat
lasuk rumap dan bangunan yang bersangkutan.

jBABVI
I  TATA CARA URUTAN

PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal7

inya Peraturan Bupati ini, terhadap
baru yang terlctak diantara rumah dan

lah ada, diberikan nomor yang sama
nah dan bangunan yang tcrdekat dan

( engan dibcrt tambahan huruf A, B atau Ccecil angkanya
seterusnya.

: t|elah dilaksana
th dan bangui

Iangunan yang t



Pasal 13;
Dinas    dapat     memerintahkan   mengambil/

pa. ^an nomor rumah dan bangunan yang

ntangan dengi in Peraturan Bupati ini.

BABK

SANKSI

Pasal 14

Dalam hal terd ipat papan nomor rumah dan bangunan
nililc   warga  ; ang tidak scsuai dengan ketentuan
)eraturan Bup^ti ini, Lurah atau Kepala Desa setempat

iberikan teguran secara lisan.
>ila teguranisecara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh)

lan kalender tidak ditdndaklanjuti oleh warga, Lurah atau
•iepala Desa membehkan teguran secara tcrtulis.

dalam jtngka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
eguran tertulis diterima oleh warga dan belum
litindaklanjuti,   Lurah atau Kepala Desa melaporkanj

^pada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepadi
^epaia Dinas.  :

:tcmpat.
rKepala Dusun atau Kepala Ungkungan

iilaporkan kepajda Lurah atau Kepala Desa sebagai bahan
kapan.    I

rekapitula^i pendataan oleh Lurah atau Kepala Desa
iilaporkan keps|da Dinas sebagai dasar penerbitan papan
lomor rumah din bangunan.

>apan nomor yalng sudah dicetak dan diurutkan dipasang
>leh Kepala Dusun atau Kepala lingkungan dengan
iikoordinir oleh|Lurah atau Kepala Desa.

i aktif
u Kept

BAB VIII
PELAKSANAAN

r runiah dan bangunan yang t

tepala Dusun i
^endataan dila cukan dengan melibatkan :

intuk papan
itau hilang.

BAB VII

PEMBIAYAAN
NbMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 11

[an papan nomor rumah dan bangunan
imaksud dalam Peraturan Bupati   ini
i APBD Kabupaten Bombana.

Jiaya sebagauni ina dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku



1ANATAHUN2018NOMOR S"|BUPATEN BOMBERITA DAERAH

Ditetapkan di Rumbia

i^ng mengetahuinya, memerintahkan
I ei gundangan Per Lturan Bupati ini dengan penempatannya
t al un Berita Daen \i Kabupaten Bombana.

BABX

CETENTUAN PENUTUB

fPasal 15
ituran  Bupatj  ini  mulai  berlaku  pada tang^



PEMERINTAH
KABUPATENBOMBANA

LAMPIRAN F t̂AJV RAH BUPATI B< IMBAHA
WOMOR  : ^1    T^H^^ 2O18
TANGGAL : S     ^̂o\, ..^v^ 2018
TEKTAWG : PETUNJUK TEKNIS P^HOMORAH RUHAH DAN BANGUHAN DI

KABUPATEH BOHBANA


